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Tindak Lanjut : 

Tim BPP Kecamatan Toroh dan Dinas Pertanian telah melakukan koordinasi dan klarifikasi pada 
Hari/Tanggal, Selasa, 26 Maret 2025 ke pemerintahan desa Genengadal dan Gapoktan serta KPL 
wilayah Desa Genengadal Kec. Toroh. 

Hasil  : 

1. Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi di tingkat kelompoktani mengacu pada Permentan No. 
NOMOR 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. 
Disebutkan bahwa :  
a) Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan 

pupuk harus berdasarkan kebutuhan Petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara 
berkelompok dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi;  

b) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut 
RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun 
yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan 
pupuk bersubsidi kepada Gapoktan atau penyalur sarana produksi pertanian.  

c) Fasilitasi pupuk bersubsidi diberikan kepada Petani dengan luas lahan maksimal dua hektar 
dan hanya akan diberikan kepada setiap Petani yang bergabung dalam Poktan. Pengurus 
Poktan diharapkan mendorong Petani lainnya untuk bergabung dalam Poktan serta 
bersama-sama Menyusun RDKK Pupuk Bersubsidi;  

d) Dalam Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh Poktan secara musyawarah 
yang dipimpin oleh ketua Poktan dan didampingi Penyuluh Pertanian;  

 
2. Berdasarkan permentan No. 04 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Pupuk 
Bersubsidi Sektor Pertanian, disebutkan bahwa : 
a) Bab I pasal 1 (3) : “Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah 

warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan 
Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.” 

b) Bab III pasal 3 (1) : “Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang melakukan usaha tani 
subsektor: a. tanaman pangan; b. hortikultura; dan/atau c. perkebunan, dengan lahan 
paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam.” 

c) Bab III pasal 3 (2) : “Usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri atas: a. padi; b. jagung; c. kedelai; dan d. ubi kayu.” 

d) Bab III pasal 3 (3) : “Usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: a. cabai; b. bawang merah; dan c. bawang putih.” 

e) Bab III pasal 3 (4) : “Usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri atas: a. tebu rakyat; b. kakao; dan c. kopi.” 

f) Bab III pasal 3 (5) : “Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Petani yang 
tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama lain yang 
memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

g) Bab III pasal 3 (6) : “Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus 
tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan 
kelompok (e-RDKK).” 

 
h) Kemudian penjabaran dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum 

dalam Keputusan Dirjen PSP No. 62/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA. 2025, Bab III. Pelasanaan, point (4.1) Mekanisme Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi disebutkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup sesuai dengan 
Permendag Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian melalui produsen (lini I dan lini II) kepada distributor (penyalur di lini III), 
selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di lini IV) hingga sampai 
kepada kelompok tani/petani (dan seterusnya). Pengecer resmi yang ditunjuk wajib menjual 
Pupuk Bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK; 



 
i) Dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025 yang tercantum dalam Keputusan 

Dirjen PSP No. 61/Kpts/RC/210/B/11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen 
PSP Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios 
Pengecer ke Petani di bagian II. Mekanisme Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu 
Tanda Penduduk (i-Pubers), subbagian (3.2) Kendala dan Cara Mengatasinya poit (5) Petani 
diwakilkan, bahwa dalam hal keterbatasan atau halangan dikarenakan faktor Kesehatan, usia 
lanjut, atau transportasi, maka penebusan pupuk bersubsidi dapat diwakilkan oleh 1) anggota 
keluarga, dan 2) ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok (penebusan berkelompok 
dengan melampirkan surat kuasa); 

 
j) Dalam hal penebusan diwakilkan oleh ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok, 

diperlukan surat kuasa penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers. Surat kuasa 

ditandatangai oleh an. pemberi kuasa (perwakilan dari beberapa petani yang akan melakukan 
penebusan diwakilkan) dan penerima kuasa (ketua kelompok/pengurus/anggota kelompok) 
dan diketahui oleh aparat desa (sesuai format II.3). Selanjutnya penerima kuasa akan mengikuti 
mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan i-Puber. 

 
 

Berdasarkan hal tersebut maka, penyusunan RDKK dan penyaluran pupuk bersubsidi di Poktan Desa 
Genangadal menyesuaikan ketentuan yang berlaku tersebut, yaitu : 

1. RDKK disusun oleh poktan dan dampingi penyuluh pertanian sehingga memahami 
anggota/petani yang ada di wilayahnya dengan demikian yang terdaftar dalam RDKK 
adalah petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Luas lahan/rencana tanam tidak lebih dari 2 (dua) hektar setiap musim. Dalam RDKK cetak 
luas tanam adalah luas tanam 1 (satu) tahun berarti akumulasi dari 2 (dua) atau 3 (tiga) 
musim, sehingga terbaca ada yang lebih dari 2 (dua) hektar. Selain itu system eRDKK juga 
melakukan penolakan usulan RDKK jika luas lahan per musim lebih dari 2 (dua) hektar. 

3. Petani (pemilik, penggarap, sewa) perseorangan dan/atau keluarganya yang melakukan 
usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berhak menerima 
pupuk bersubsidi. 

4. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu penebusan ke KPL 
dengan kartu tani atau KTP/iPuber dan biasanya dilakukan secara bersama-sama ke KPL 
jika pupuk yang dipesan poktan sudah sampai gudang KPL. Namun untuk pengirimannya 
dilakukan secara bersama/berkelompok dan dikirim ke rumah ketua/pengurus poktan 
untuk selanjutnya dibagi ke petani yang melakukan penebusan sesuai dengan RDKK yang 
ada. 

 
 

 


